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Abstract 

 
Aside from the rise of environmental issues regarding mining 
activities, especially in the context of reclamation and post-mining 
activities, there have been changes in the regulations governing 
them. The reclamation program for ex-mining land is a mandatory 
program that must be carried out by every company, both private and 
non-private. Reclamation is an activity carried out throughout the 
mining business stages to organize, restore, and improve the quality 
of the environment and the ecosystem so that they function again 
according to their designation. The placement of post-mining 
guarantees by companies should not eliminate the company's 
obligation to carry out post-mining activities. If the company has a 
shortage of reclamation planning costs, placement of reclamation 
guarantees, implementation of reclamation, or release or 
disbursement of reclamation guarantees to complete post-mining 
activities under the stipulated guarantee, it remains the company's 
responsibility.  
 
Keywords: mining; mining company obligations; reclamation; and 
post-mining activities. 
 

 

Abstrak 
Berangkat dari maraknya isu-isu lingkungan atas kegiatan 

pertambangan terutama dalam rangka reklamasi dan kegiatan 
pascatambang terjadinya perubahan-perubahan aturan yang 

mengaturnya. Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan 
program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik 
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swasta maupun non swasta. Reklamasi adalah kegiatan yang 
dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, 

memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan, ekosistem agar 

berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Penempatan jaminan pasca 
tambang oleh perusahaan seharusnya tidak menghilangkan 

kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. 
Apabila perusahan kekurangan biaya perencanaan reklamasi, 

penempatan jaminan reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan 
atau pencairan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan kegiatan 

pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka tetap 

menjadi tanggung jawab perusahaan. 
 

Kata Kunci: Pertambangan; kewajiban perusahaan tambang; 
reklamasi; kegiatan pascatambang. 

 

 

PENDAHULUAN 

 “Indonesia adalah negara hukum”, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945.  Negara menguasai secara penuh semua kekayaan 

yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk 

kemakmuran rakyat. Salah satu hasil kekayaan yang terkandung di dalam bumi 

yang dimiliki oleh Indonesia yaitu mineral dan batubara yang diambil melalui 

mekanisme pertambangan. 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang.   

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  

Pertambangan Mineral dan Batubara:  “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam 

rangka pengusahaan mineral/batubara meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, pascatambang”.   

Atas hal tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 huruf c Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Pemegang Izin 

http://creativecommons.org/
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Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib 

melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk 

kegiatan reklamasi dan pascatambang”.  

Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat 

dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK), hal tersebut berdasarkan Pasal 117 huruf b Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai berakhirnya 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).  

Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Reklamasi adalah kegiatan yang 

dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan 

memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya”.  

Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang bertujuan untuk memperbaiki 

ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman 

lahan di permukaan. Tujuan lainya adalah agar mampu menjaga agar lahan tidak 

labil, lebih produktif dan meningkatkan produktivitas lahan eks tambang tersebut. 

Akhirnya reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan 

menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan 

sebelumnya pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya.  

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Pemerintah Daerah memiliki 

berbagai wewenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 

khususnya pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang”.   

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal tersebut dihapus sehingga peran 

pemerintah daerah dihilangkan dan diambil alih oleh pemerintah pusat. 

 

 

 

 



JPHI E-ISSN 2746-7406 P-ISSN 2808-4896                       Volume 3, Issue 3, Oktober 2022 
 

 
 

389 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pelemahan pengaturan kewajiban reklamasi perusahaan tambang 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara? 

2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Badan Usaha dalam yang tidak 

melakukan reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Philipus M. Hadjon menjelaskan, “Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum 

melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.   

Dalam pandangan Hans Kelsen, “ilmu hukum normatif mendeskripsikan 

objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola 

perilaku nyata”.   Bagi Kelsen, “Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang 

diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh 

tindakan itu dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-

fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu”.  

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh 

data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada jenis penelitian 

kepustakaan. Penulis melakukan penelitian karena adanya perubahan-perubahan 

terkait kewajiban reklamasi badan usaha atau pengusaha tambang yang menjadi isu-

isu lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penulis melakukan penelitian mengenai 

perubahan secara yuridis berkaitan dengan pasca diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara lain 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)  dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). 
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Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dilakukan dengan cara 

menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu 

hukum yang ditangani.   

Perundang-undangan yang berkaitan yakni Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lainnya yang terkait 

reklamasi lahan tambang pertambangan mineral dan batubara. 

Dijelaskan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu: 

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan 
peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta 
kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan 
Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor 
Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, 
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan 
kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral 
dan Batubara.  
 

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 yang dianggap masih banyak bermasalah. 

Pendekatan selanjutnya yaitu Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

yaitu suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang 

dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. 

Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi 

serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang sedang dihadapi yang didapat dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat didalam ilmu hukum.  

Untuk artikel ini, Penulis menggunakan Pendekatan konseptual dengan 

merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-

pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum terkait Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2020. Beberapa teori-teori hukum pertambangan yang terkait dengan artikel 

ini adalah 

1. Halim HS mengemukakan pendapatnya tentang hukum pertambangan sebagai 

berikut:  

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur 
kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur 
hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).  
 

2. Zulkifli mengemukakan pendapatnya tentang reklamasi sebagai berikut: 

Reklamasi adalah upaya menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat 
menopang sendiri secara berkelanjutan dan dapat digunakan untuk berproduksi. 
Reklamasi lahan pasca tambang pada dasarnya adalah untuk mengatasi 
kerusakan lahan secara terus menerus dan menciptakan proses pembentukan 
unsur hara melalui pelapukan serasah daun yang jatuh.   
 

3. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya tentang sanksi sebagai berikut: 

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum 
administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-
kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan 
perundang-undangan tata usaha negara, mana kala aturan-aturan tingkah laku 
itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud 
diperlukan).   
 

Philipus M. Hadjon menjelaskan, “Sifat sanksi adalah “reparatoir” artinya 

memulihkan pada keadaan semula”. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pelemahan Pengaturan Kewajiban Reklamasi Perusahaan Tambang dalam 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur dalam Pasal 96 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

dijelaskan “Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk 

kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK 

dalam penerapan teknik pertambangan yang baik”.  Kemudian diperjelas dalam Pasal 

2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 
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Pascatambang bahwa “Pemegang IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi dan 

IUPK (izin usaha pertambangan khusus) eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi”.   

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang 

harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta.  Reklamasi  

dapat  dilakukan dalam  bentuk  revegetasi  dan/  atau peruntukan  lainnya  (area  

pemukiman, pariwisata,  sumber  air,  dan  tempat pembudidayaan. Lahan  bekas  

tambang  maupun  lahan di  luar  bekas  tambang  seperti  timbunan  tanah  

penutup,  timbunan bahan baku, jalan  transportasi, pabrik/instalasi 

pengolahan/pemurnian, kantor dan perumahan,   serta  pelabuhan/dermaga wajib  

dilakukan  kegiatan  reklamasi.  

Kegiatan reklamasi merupakan upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pelaku  

usaha  pertambangan  untuk menjaga  kestabilan dan  pengelolaan lingkungan, 

sehingga dapat menekan dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan  

penambangan  yang dilakukan.  Kegiatan  reklamasi dilakukan  pada  area-area  

yang terdampak  langsung  dari  kegiatan penambangan  seperti  area  tambang itu  

sendiri,  area  timbunan  tanah penutup  dan/  atau  batuan  penutup, area  fasilitas  

infrastruktur,  kolam pengendapan  lumpur,  area pengolahan, jalan, dan 

sebagainya.  

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut 

setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk 

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di 

seluruh wilayah penambangan. Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara 

harus dilaksanakan dengan tepat, supaya tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan, terutama gangguan kesimbangan permukaan tanah yang 

cukup besar.  

Seperti tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun Pasal 96 huruf b, 

kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup 

mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang dapat 

memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang berbeda dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan perusahaan tambang 

wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus 

menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. 
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Pengaturan Tanggung Jawab Badan Usaha yang Tidak Melakukan 

Reklamasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Konsekuensi hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 

Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang 

dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.   

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat 

melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.  

Olehnya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca 

tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP 

atau IUPK. Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan 

reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi 

administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. 

Namun pada akhirnya dikenakannya sanksi administratif. 

Sanksi administrasi atas kelalaian pelaksanaan reklamasi diatur dalam Pasal 

161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara menyatakan bahwa: 

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak 
melaksanakan:  
1. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau  
2. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan 

Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.0O0,0O (seratus miliar 
rupiah). 

3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), eks 
pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi 
dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. 

 

Secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi : 

1. Naiknya besaran ancaman pidana denda;  
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2. Adanya penambahan tindak pidana baru;  
3. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan  
4. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat.  

 

Philipus M. Hadjon menyebutkan:  

Bahwa instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi 
pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan dalam Penegakan Hukum 
Administrasi Negara merupakan langkah preventif untuk memaksakan 
kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi dalam Penegakan Hukum 
Administrasi Negara  merupakan langkah represif untuk memaksakan 
kepatuhan.   
 

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya tentang 

sanksi sebagai berikut: 

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum 
administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-
kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan 
perundang-undangan tata usaha negara, mana kala aturan-aturan tingkah 
laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud 
diperlukan).   
 

Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa: 

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha 
pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat 
kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan gugatan kepada 
pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang 
menyalahi ketentuan.   

 

Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara juga menambahkan “delik/tindak pidana terhadap reklamasi 

dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau 

pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh 

pelaku usaha tambang”.  

Faktanya di daerah sekitar tambang banyak sekali lubang tambang yang 

ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga 

menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.  

Menurut organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, masih banyak 

terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan 



JPHI E-ISSN 2746-7406 P-ISSN 2808-4896                       Volume 3, Issue 3, Oktober 2022 
 

 
 

395 

terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya 

mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih-alih 

mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya 

pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha 

tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang.    

Perusahaan Tambang masih juga bisa beroperasi meskipun terbukti merusak 

lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  kewajiban perusahaan 

dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu 

kewajiban perbaikan saja.  

Agar kegiatan reklamasi dan pasca tambang dapat terlaksana dan 

memenuhi kriteria keberhasilan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, 

yaitu permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, 

persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, hingga perubahan 

rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Kemudian menyediakan dana 

jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang yang merupakan salah satu 

kewajiban yang harus dilakukan.   

Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan seharusnya tidak 

menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. 

Apabila perusahan kekurangan biaya perencanaan reklamasi, penempatan jaminan 

reklamasi, pelaksanaan reklamasi, pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi 

untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan 

maka tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.   

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Kesimpulan Rumusan Masalah Pertama yaitu, pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang 

sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan 

terhadap kerusakan lingkungan hidup.  

Poin penting yang disempurnakan adalah ketentuan reklamasi dan 

pascatambang yang berpengaruh terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup. 
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Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, tanggung jawab terhadap 

kerusakan lingkungan menjadi lebih berat.  

Namun adanya pilihan reklamasi atau kegiatan pascatambang tersebut 

dapat menimbulkan kekhawatiran dalam dampak lingkungannya. Pemegang IUP 

dan IUPK memiliki kewajiban dalam reklamasi yaitu menerapkan kaidah teknik 

pertambangan yang baik, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral 

dan/atau batubara, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk 

kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang, melakukan upaya konservasi 

Mineral dan Batubara, sesuai dengan karakteristik suatu daerah, wajib 

menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana 

Pascatambang. 

2. Kesimpulan Rumusan Masalah Kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur dengan 

mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan 

reklamasi dan pasca tambang .  

Penempatan jaminan pasca tambang oleh perusahaan seharusnya tidak 

menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

pascatambang.  Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan 

kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau 

pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakannya sanksi administratif. 

Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif 

dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata 

ditemukan adanya unsur pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah 

instrumen terakhir yang diatur dalam undang-undang, merupakan ketentuan 

yang disesuaikan dengan perkembangannya dan tantangan dunia 

pertambangan, konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan. 

 

Saran 

1. Saran rumusan masalah pertama yaitu agar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 untuk menjamin pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang, maka 

Pemerintah perlu membuat Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun harus 

mengatur kembali reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

2. Saran rumusan masalah kedua, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah yang 

disusun harus juga harus lebih menguatkan penegak hukum serta  mempertegas 

sanksi atas perusahaan tambang yang lalai melaksanakan kewajibannya. 
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